
4. Undang-Undang Nomor 32 Ta/Jun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembarar. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 443/) sebagaimana 
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Repub'ik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Repub/ik Indonesia Nomor 4279~ ; 

2. Undang-:Un~ang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tir 1gkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452) ; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890) ; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan 
Bupati Lampung Barat ; 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 30 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, 
maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana 
T eknis (UPT) Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Ba rat ; 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 2S TAHUN 2011 

TENT ANG 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN 
TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Mengingat 

1 
l ' 

Menimbang 

ll . 
, , 

' 



4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Lampung Barat. 

3. Bupati a'd3lah Bupati Lampung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lamµung Barat. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA 
TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL 
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT. 

MEMUTUSKAN· 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampur.g Barat Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- 
dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Tahun 2010 Nomor 11); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Baral Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinlahan Yang Menjadi 
Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat T ahun 
2008 Nomor 06) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 57 T ahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Caerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2007 Noli1or 82, T ambahan 
Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor4741); 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

Menetapkan 

.t 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), UPT Balai Latihan Kerja mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja; 
b. pelaksanaan pelatihan kerja Jan uji keterampilan; 
c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai 

Latihan Kerja; 
d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

UPT Balai Latihan Kerja; dan ·· 
e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan. 

(1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas 
rnelaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja . 

Pasal3 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi, 

(2) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala 
UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas . 

(1) UPT Balai Latihan Kerja adalah uns- .. Jr Pelaksana Teknis 
pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja , 

Pasal2 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN i=UNGSI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BAL/\1 LATIHAN KEP..IA 

(' 

. . 
9. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan 

Fungsional UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kabupaten l.arnpcnq Barat. 

7. Kepala Unit Pelaksana T eknis adalah KepaJa UPT Balai 
l.atihan Kerja pada Dinas Soslal dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Lampung Barat. 

8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub eagi~n Tata Usaha 
pada UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Ba rat. 

5. Kepala Oinas adalah Kepala Oinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Lampung Barat, 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
Balai Latihan Kerja adalah Bal~i Latihan Kerja Pada 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 
Ba rat. 



b. 

c. 

d. 

e. 

~. 
-\ f. 

g. 

i 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebaqaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala UPT Balai Latihan Kerja 
mempunyai rincian tugas : 
a. menghimpun dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, pedoman, o petunjuk 
pelaksana, dan petunjuk teknis serta bahan - bahan 
lain dibidang latihan kerja; 
menyusun rencana program dan kegiatan UPT Balai 
Latihan Kerja; 
melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
tenaga kerja; 
rnelaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
tenaga kerja kepada masyarakat; 
Melaksanakan uji sertifikasi hasil kegiatan 
pendidikan dan pelatihan terhadap peserta 
pelatihan; 
Melaksanakan bimbingan pengendalian terhadap 
kegiatan sesuai aturan yang berlaku; 
Melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan 

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebaqairnana dimaksud 
pada aya~ ·(1), Kepala UPT Balai latihan Kerja 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja; 
b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan; 
c. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai 

Latihan Kerja; dan 
d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

UPT Balai Latihan Kerja. 

(1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tuqas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi 
pelaksanaan tugas UPT Balai Latihan Kerja di wilayah 
kerjanya. 

Pasal5 

Bagian Kesatu 
Kepala Upt Balai Latihan Kerja 

BABIV 
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN -:-UGAS 

if' 
'l. .. i·' 

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari: 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 



r · ~) Untuk melaksanakan fungsi sebaqairnana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
mempunyai rincian tugas : 
a. menghimpun dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, pedoman petunjuk 
pelaksana, dan petunjuk teknis serta bahan - bahan 
lain dibidang ketatausahaan: 

b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, 
kearsipan, dokurnentasl, kepegawaian, dan urusan 
keuangan dilingkungan UPT Balai Latihan Kerja; 

c. melaksanakan urusan perlenykapan, rumah tangga 
dan pemeliharaan kantor UPT Balai l.atihan Kerja; 

d. menyusun dan menyiapkan bahan serta 
mengkoordinasikan program dan '<egiata~; 

e. menyiapkan bahan perencanaan dan analisa 
kebutuhan dilingkungan UPT Bala! Latihan Kerja ; 

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 
penyajian data dilingkungan U?T Balai Latihan 
Kerja; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai 
fur1gsi: 
a. pengelolaan adminisfras! umum, kepeqawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan tata 
laksana; 

b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, 
pengendalian dan koordinasi penyusunan program, 
penyusunan data statistik dan anahsis serta evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan program; dan 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasl dan pelaporan di 
lingkup UPT Balai Latihan Kerja. 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala UPT Balai Latihan Kerla dibidang ke 
tatausahaan. 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

pemetaan daerah - daerah yang memiliki tenaqa 
kerja kurang terampil; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
terhadap pelaksanaan propram kerja/kegiatan 
lingkup UPT Balai Latihan Kerja; . 

i. menilai prestasi kerja bawahan di lir.gkup UPT Balai 
Latihan Kerja, berdasarkan hasl' kerja yang telan 
dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam meningkatl<an karir dan atau 
penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan 

j. melaksanakan tugas dinas dinas lainnya yang 
diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas berdasarkan standar norma dan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku. 



(3) Pengisian jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I), 
berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar 
belakang pendidikan minimal sarjana (S1). 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha l lPT 9alai Latihan Ker;a 
merupakan jabatan struktural Eselon IV b. 

(1) Kopala UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan 
struktural Eselon IV a. 

BABVI 
ESELON DAN KEPEGAWP.IAN 

Pasal9 

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur ben.lasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 

Pasal8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab 
kepada Kepala UPT Balai Latihan Kerja; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsionnl mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas UPT Balai Latihan Kerja, 
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

\ ' -- ... ~ 

Pasal7 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNG310NAL 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
program kerja/kegiatan lingkup UPT Balai Latihan 
Kerja; 

h. menilai prestasi kerja bawahan lingkup Sub Bagian 
Tata Usaha UPT Balai Latihan l~erja, sebagai bahan 
pertimt.angan dalam meningkatkan karir dan 
penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan 

i. melaksanakan tugas dinas lqirn rya yang diberikan 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
berdasarkan standar norma dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaxu, 



(2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. ' 

(1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPT 
Balai Latihan Kerja, maka keberadaan UPT harus terus 
menerus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan. 

Pasal 12 

BABIX 
EVALUASI DAN PERUBAHAN STATUS 

UPT BALAI LATIHAN KEKJA 

Pembiyaan UPT Balai latihan Kerja bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
lampung Barat serta sumber anggaran lainnya yang sah dan 
tidak mengikat. 

Pasal 11 

BAB VIII 
PEMBIYAAN 

(4) Dalam hal Kepala UPT berhalangan. maka Kepala UPT 
dapat menunjuk Kepala Sub Bagia11 Tata Usaha atau 
pejabat Fungsional sesuai bidanq tugasnya atau 
berdasarkan senioritas. 

lauoran dan cara 
d'maksud ayat (2) 
Fe-aturan Perundang- 

(3) Pengaturan mangenai jenis 
penyampaian .>ebagaimana 
berpedoman kepada ketentuan 
Undangan. 

(2) Kepala UPT Balai Latihan Kerja wajib memberikan 
laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala Kepada 
Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat, 

(1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja dalarn melaksanakan 
tugasnya melakukan konsultasi derqan Kepala Oinas 
dan berkoordinasi dengan Camat. 

Pasal10 

BAB VII 
TATAKERJA 

(4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
diangkat dan diberhentikan oleh Pupati atas usul Kepala 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setelah memenuhi syarat 
administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketenruan 
peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. 
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NIRLAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARA T 

g ! 

1.~? KABfl.G H!Jf,t.1M ![-~:·' 
Diundangkan di Liwa 
Pada tanggal 

7 
~~ 

MUKHLIS BASRI/ • 

6 
5 BUPATI LAl\tlPUNG BARAT, 
4 
3 2011 
2 Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 2.l\ \\>f\\ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundang.an Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

-----~d~aJ~rn Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 
, PARAF KOORDINA~l-, -· . ····------· I SEKOAKAO 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan~gal diundangkan. 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segata 
ketentuan yang mengatur materi yang sama dan 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dinyatakan 
tidak berlaku . 

Pasal 14 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan 
penghapusan, perubahan status dari UPT Balai Latihan 
Kerja menjadi Satuan Tugas, dan penggabungan 
dengan UPT Balai Latihan Kerja yang lain apabila : 
a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat; 
b. Tidak atau kurang diperlukan · lagi bagi efektivitas 

tugas operasional Dinas yang bersangkutan; 
c. Tidak atau kurang bermantaat, dalam arti apatila 

kemanfaatannya dibandingkan dengan beban biaya 
yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk 
operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut 
lebih besar beban pembiyaannya bagi Pemerintah 
Daerah; 

Pasal13 

• 

' t, 



,lO KABM~ HUKVM 
----L.-1-- 

9 
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BUPATI LAMPUNG BARAT, 

SUB BAGIAN 
TATAUSAHA - 

KEPAlA 

. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

..___ 

,, ) 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT BALA.I lA TIHAN KERJA 

KABUPATEN lAMPUNG BARAT 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI lAMPUNG BARAT 
NOMOR 

• TANGGAL 
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA.I 

lATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL 
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN 
LAMPUNG BARAT 
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